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ABSTRAK

Perkembangan pesat sistem kecerdasan buatan (Al) dalam pengambilan keputusan di
berbagai sektor menimbulkan konflik etika yang serius, terutama menyangkut transparansi
algoritmik dan akuntabilitas pengembang. Penelitian ini merupakan Studi Literatur Sistematis
(SLR) yang bertujuan mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis temuan dari berbagai
sumber akademis mengenai bagaimana konflik etika dalam sistem algoritmik dapat diresolusi
melalui kerangka transparansi dan akuntabilitas. Pencarian literatur dilakukan secara sistematis
dengan menggunakan sumber-sumber ilmiah yang relevan mencakup jurnal bidang pendidikan Al,
hukum teknologi, rekayasa perangkat lunak, dan etika bisnis. Hasil sintesis menunjukkan bahwa
terdapat lima dimensi utama dalam resolusi konflik etika algoritmik, yaitu: transparansi dan
eksplainabilitas, akuntabilitas pengembang, keadilan algoritma, regulasi hukum, serta mekanisme
pengawasan berbasis manusia. Studi ini juga menemukan bahwa pendekatan tunggal bersifat
teknis tidak mencukupi; resolusi konflik etika membutuhkan integrasi perspektif multidisiplin yang
mencakup hukum, pendidikan, rekayasa perangkat lunak, dan kebijakan publik. Temuan ini
memberikan implikasi penting bagi pengembang sistem, pembuat kebijakan, dan institusi
pendidikan dalam merancang sistem Al yang bertanggung jawab dan berorientasi pada nilai-nilai
kemanusiaan.

Kata Kunci: Transparansi Algoritmik, Akuntabilitas Pengembang, Etika Al, Keadilan Algoritma,
Resolusi Konflik Etika.

ABSTRACT

The rapid development of artificial intelligence (Al) systems in decision-making across various
sectors has raised serious ethical conflicts, particularly regarding algorithmic transparency and
developer accountability. This research is a Systematic Literature Review (SLR) aimed at identifying,
analyzing, and synthesizing findings from various academic sources on how ethical conflicts in
algorithmic systems can be resolved through transparency and accountability frameworks. A
systematic literature search was conducted using relevant scientific sources covering journals in Al
education, technology law, software engineering, and business ethics. The synthesis results indicate
five main dimensions in resolving algorithmic ethical conflicts: transparency and explainability,
developer accountability, algorithmic fairness, legal regulation, and human-based oversight
mechanisms. This study also found that a single technical approach is insufficient; ethical conflict
resolution requires the integration of multidisciplinary perspectives encompassing law, education,
software engineering, and public policy. These findings have important implications for system
developers, policymakers, and educational institutions in designing responsible Al systems oriented
toward human values.

Keywords: Algorithmic Transparency, Developer Accountability, Al Ethics, Algorithmic Fairness,
Ethical Conflict Resolution.
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1 PENDAHULUAN

Sistem algoritmik saat ini telah merasuki hampir seluruh aspek kehidupan manusia modern.
Dari proses penerimaan mahasiswa, penilaian kredit perbankan, keputusan rekrutmen karyawan,
hingga sistem pemidanaan di pengadilan algoritma semakin banyak mengambil alih peran yang
sebelumnya dilakukan oleh manusia [1]. Transformasi ini membawa manfaat efisiensi yang nyata,
namun juga menimbulkan serangkaian konflik etika yang kompleks dan belum terselesaikan.

Konflik etika dalam konteks algoritmik pada dasarnya berakar dari satu ketegangan
fundamental: algoritma yang dirancang untuk bersifat netral dan objektif ternyata justru sering
mereproduksi, bahkan memperbesar, bias dan diskriminasi yang sudah ada dalam data historis
yang digunakan untuk melatihnya [2]. Kasus COMPAS, sebuah sistem penilaian risiko yang
digunakan dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat, menjadi contoh paling sering dikutip.
Sistem ini terbukti secara tidak proporsional memberikan label "berisiko tinggi" pada terdakwa
berkulit hitam dibandingkan terdakwa berkulit putih, meskipun keduanya memiliki profil yang
serupa[3].

Persoalan ini menjadi semakin kompleks karena adanya fenomena "kotak hitam" (black box)
dalam algoritma berbasis pembelajaran mesin. Sistem-sistem ini beroperasi dengan cara yang sulit
dipahami bahkan oleh para penciptanya sendiri, sehingga menghambat upaya identifikasi sumber
bias maupun pemberian penjelasan yang memadai kepada pihak-pihak yang terdampak [4].
Ketidaktransparanan ini pada gilirannya menciptakan defisit akuntabilitas tidak ada pihak yang
dapat secara jelas dimintai pertanggungjawaban atas keputusan yang dihasilkan sistem.

Di sisi lain, kerangka hukum dan regulasi yang ada belum mampu mengikuti laju
perkembangan teknologi Al. Berbagai yurisdiksi merespons dengan cara yang berbeda-beda: Uni
Eropa melalui EU Al Act mengadopsi pendekatan berbasis risiko yang komprehensif, Amerika
Serikat melalui Algorithmic Accountability Act berfokus pada kewajiban penilaian dampak,
sementara Brasil mengusulkan agar transparansi algoritmik diakui sebagai hak konstitusional
fundamental [5].

Urgensi penelitian ini didasarkan pada beberapa observasi. Pertama, meskipun literatur
tentang etika Al telah berkembang pesat, belum ada sintesis sistematis yang secara khusus
membahas mekanisme resolusi konflik etika dari perspektif multidisiplin. Kebanyakan penelitian
masih berfokus pada identifikasi masalah daripada solusi. Kedua, terdapat kesenjangan antara
kerangka etika pada tataran prinsip dan implementasi praktisnya dalam pengembangan sistem [6].
Ketiga, dimensi pendidikan dan pembangunan kapasitas bagi para pemangku kepentingan
terutama pengembang perangkat lunak masih kurang mendapat perhatian dalam diskursus etika
Al.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dimensi-dimensi utama konflik etika dalam
sistem algoritmik berdasarkan literatur yang ada; (2) menganalisis mekanisme resolusi yang telah
diusulkan atau diterapkan; (3) mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang masih ada; dan (4)
menyusun kerangka konseptual integratif untuk resolusi konflik etika algoritmik.

2 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Literatur Sistematis (Systematic Literature
Review/SLR) yang mengacu pada protokol standar pencarian, seleksi, dan sintesis literatur ilmiah.
SLR dipilih karena kemampuannya dalam menghasilkan sintesis yang komprehensif, reprodusibel,
dan minim bias dari kumpulan penelitian yang ada mengenai suatu topik tertentu.
Protokol Pencarian Literatur

Sumber literatur yang digunakan dalam SLR ini adalah artikel-artikel yang telah disediakan,

mencakup jurnal dari berbagai bidang antara lain: pendidikan kecerdasan buatan (International
Journal of Artificial Intelligence in Education), hukum teknologi (Brazilian Journal of Law, Technology
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and Innovation), rekayasa perangkat lunak (Computer Science & IT Research Journal, Design Science),
etika bisnis (Journal of Business Ethics), serta jurnal kecerdasan buatan terapan (Advances in
Machine Learning & Artificial Intelligence, World Journal of Advanced Engineering Technology and
Sciences). Total sumber yang dianalisis berjumlah 11 artikel ilmiah dari rentang waktu 2018 hingga
2025.

Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria inklusi yang diterapkan adalah: (a) artikel membahas transparansi algoritmik,
akuntabilitas Al, keadilan algoritma, atau etika pengembangan Al; (b) artikel diterbitkan di jurnal
atau prosiding ilmiah yang teridentifikasi; (c) artikel memiliki relevansi langsung dengan topik
resolusi konflik etika dalam sistem digital. Kriteria eksklusi meliputi: (a) artikel yang hanya
membahas aspek teknis tanpa dimensi etika; (b) artikel yang tidak relevan dengan konteks
pengambilan keputusan algoritmik.

Strategi Ekstraksi dan Sintesis Data

Data diekstraksi menggunakan matriks analisis yang mencakup dimensi-dimensi berikut:
(1) fokus utama penelitian; (2) jenis konflik etika yang diidentifikasi; (3) mekanisme resolusi yang
diusulkan; (4) pemangku kepentingan yang menjadi target; dan (5) kesenjangan yang diidentifikasi.
Sintesis dilakukan menggunakan pendekatan tematik-naratif, dengan pengelompokan temuan ke
dalam kluster tema utama yang muncul dari analisis lintas-sumber.

Tabel 1 Matriks Sumber Literatur SLR

No Sumber Fokus Utama Pendekatan

1 Bogina et al. Pendidikan etika Al untuk pemangku Empiris &
(2022) kepentingan konseptual

2 Engelmann Transparansi  algoritmik sebagai hak Komparatif hukum
(2023) fundamental

3  Olorunfemi et Kerangka etika Al dalam sistem IT Konseptual
al. (2024)

4  Sargiotis Bias, privasi, transparansi, akuntabilitas Al Tinjauan literatur
(2024)

5 Farayola & Model pengambilan keputusan etis dalam Tinjauan konseptual
Olorunfemi tata kelola IT

(2024)

6  Kyriakou & Pengawasan manusia atas perilaku Kerangka
Otterbacher  algoritmik metodologis

(2024)

7  Martin (2018)  Implikasi etika dan akuntabilitas algoritma  Analisis teoritis
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8 Miller et al. Kebijakan Al etis dalam sistem informasi Tinjauan konseptual
(2025)
9  Sridhar (2025) Kerangka etika untuk pengembangan Al Sistematis
bertanggung jawab multimetode
10 Lottu et al. Kerangkakonseptual etika Al dalam sistem Konseptual
(2024) T

1 Apeh et al. Manajemen data dan protokol keamanan Tinjauan praktis
(2024) sektor keuangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Dimensi Konflik Etika dalam Sistem Algoritmik

Analisis lintas-sumber mengidentifikasi lima kluster konflik etika yang berulang
muncul dalam literatur.

Kluster 1: Bias dan Diskriminasi Algoritmik

Konflik paling mendasar dalam sistem algoritmik adalah bias yang diwariskan dari
data pelatihan dan kemudian diperkuat oleh algoritma itu sendiri. Martin [7] menunjukkan
bahwa algoritma bukan entitas netral, melainkan value-laden actors yang mencerminkan
pilihan-pilihan nilai yang dibuat oleh pengembangnya baik secara sadar maupun tidak.
Sistem COMPAS, misalnya, secara tidak langsung menggunakan riwayat pidana orang tua
sebagai proksi ras, yang merupakan keputusan desain yang memiliki konsekuensi
diskriminatif nyata.

Sargiotis [4] mendokumentasikan tiga domain utama di mana bias algoritmik
paling merusak: proses rekrutmen (kasus alat rekrutmen Amazon yang terbukti bias
terhadap perempuan), persetujuan pinjaman (disparitas rasial dalam sistem kredit digital),
dan penegakan hukum prediktif. Olorunfemi et al. [3] menegaskan bahwa bias bisa terjadi
di tiga tahap: pre-processing (seleksi data), in-processing (desain algoritma), dan post-
processing (interpretasi hasil).

Kluster 2: Defisit Transparansi dan Eksplainabilitas

Konflik kedua berkaitan dengan "problem kotak hitam" ketidakmampuan untuk
menjelaskan bagaimana keputusan algoritmik dihasilkan. Sargiotis [4] mendefinisikan
transparansi sebagai '"sejauh mana proses di balik sistem Al dan pengambilan
keputusannya dapat terlihat dan dipahami oleh pemangku kepentingan." Engelmann [5]
memperluas definisi ini dengan menegaskan bahwa transparansi bukan sekadar
pengungkapan kode sumber, melainkan mencakup kemampuan eksplainabilitas
memungkinkan warga negara memahami alasan di balik keputusan yang dihasilkan sistem.

Kyriakou dan Otterbacher[6] mengidentifikasi tantangan spesifik dalam mengases
perilaku sistem black-box: algoritmanya bersifat probabilistik bukan deterministik,
sehingga input yang sama tidak selalu menghasilkan output yang sama. Hal ini mempersulit
pengujian dan verifikasi. Bogina et al. [1] mencatat bahwa bahkan dalam konteks
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b)

pendidikan, sistem berbasis ML yang digunakan untuk memprediksi keberhasilan
mahasiswa menghadapi tantangan transparansi yang serupa.

Kluster 3: Kekosongan Akuntabilitas

Martin [7] mengidentifikasi paradoks akuntabilitas: semakin otonom dan tidak
transparan sebuah algoritma, semakin besar tanggung jawab yang seharusnya dibebankan
kepada pengembangnya namun dalam praktiknya justru sebaliknya. Perusahaan sering
menggunakan  kompleksitas  teknis  sebagai tameng untuk  menghindari
pertanggungjawaban ("It's too complicated to explain"). Martin [7] berargumen bahwa
argumen ini tidak dapat diterima: "Firms can be held accountable for an algorithm's acts
even when the firm claims the algorithm is complicated and difficult to understand."

Miller et al. [8] mengidentifikasi kekosongan akuntabilitas ini sebagai salah satu
tantangan utama dalam tata kelola Al: ketika sistem menyebabkan kerugian, tidak jelas
siapa yang bertanggung jawab pengembang, pengguna, pemilik data, atau regulator.
Farayola dan Olorunfemi[5] menekankan bahwa akuntabilitas membutuhkan "mekanisme
yang jelas untuk mengidentifikasi dan menangani pelanggaran etika, kesalahan, atau
pelanggaran dalam pengambilan keputusan berbasis Al."

Kluster 4: Konflik antara Inovasi dan Perlindungan Hak

Engelmann [2] dan Sridhar [9] sama-sama mengidentifikasi ketegangan
fundamental antara dorongan inovasi teknologi dan kewajiban perlindungan hak-hak
fundamental. Regulasi yang terlalu ketat dikuatirkan menghambat inovasi, sementara
regulasi yang terlalu longgar membiarkan sistem yang berpotensi diskriminatif beroperasi
tanpa pengawasan memadai.

Kluster 5: Kesenjangan Kompetensi Etika

Bogina et al. [1] mengidentifikasi dimensi konflik yang sering diabaikan: para
pengembang perangkat lunak umumnya tidak dibekali pendidikan etika yang memadai,
sehingga implikasi etika dari keputusan desain mereka sering tidak disadari. Studi mereka
menunjukkan bahwa materi FATE (Fairness, Accountability, Transparency, Ethics) "largely
absent from the SE literature" dan bahkan panduan profesional seperti SWEBOK hanya
membahas etika pada level yang sangat abstrak.

Mekanisme Resolusi Konflik Etika
Sintesis literatur mengidentifikasi lima kategori mekanisme resolusi.
Mekanisme 1: Kerangka Teknis Eksplainabilitas dan Deteksi Bias
Bogina et al. [1] mendokumentasikan berbagai alat teknis untuk deteksi dan
mitigasi bias, antara lain: Al Fairness 360 (IBM), Aequitas, Themis-ML, What-If Tool (Google),
dan FairML. Teknik mitigasi mencakup tiga level: reweighting dan learning fair
representation (level pre-processing), prejudice remover dan adversarial debiasing (level in-
processing), serta equalized odds dan reject option classification (level post-processing).
Untuk eksplainabilitas, Sargiotis [4] mengidentifikasi dua teknik utama yang telah

mendapat adopsi luas: Local Interpretable Model-agnostic Explanations (LIME) yang
memberikan penjelasan lokal di sekitar prediksi tertentu, dan SHapley Additive exPlanations
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(SHAP) yang mengalokasikan nilai kepentingan kepada setiap fitur berdasarkan teori
permainan kooperatif.

Mekanisme 2: Kerangka Regulasi dan Hukum

Engelmann [2] melakukan analisis komparatif terhadap tiga pendekatan regulasi
utama. EU Al Act mengadopsi pendekatan berbasis risiko dengan empat tingkatan: risiko
tidak dapat diterima (dilarang), risiko tinggi (kewajiban ketat), risiko terbatas (kewajiban
transparansi), dan risiko minimal. US Algorithmic Accountability Act 2022 berfokus pada
kewajiban penilaian dampak sebelum dan sesudah penerapan sistem. Sementara itu, Brasil
melalui PEC 29/2023 mengusulkan agar transparansi algoritmik diakui sebagai hak
konstitusional.

Sridhar [9] mencatat bahwa regulasi "keras" (hard law) dan regulasi "lunak" (soft
law) perlu berjalan berdampingan: regulasi keras memberikan kepastian dan penegakan,
sementara regulasi lunak memungkinkan adaptasi terhadap perubahan teknologi yang
cepat.

Mekanisme 3: Redesain Akuntabilitas melalui Desain Sistem

Martin [7] mengajukan kerangka teoritis yang paling mendasar: akuntabilitas harus
dibangun ke dalam desain sistem sejak awal, bukan ditambahkan belakangan.
Menggunakan konsep STS (Science and Technology Studies), Martin [7] berargumen
bahwa ketika pengembang merancang algoritma, mereka juga merancang "delegasi peran
dan tanggung jawab" antara manusia dan mesin. Pilihan untuk membuat algoritma yang
tidak dapat dijelaskan (inscrutable) adalah keputusan desain yang memiliki konsekuensi
moral dan pengembang harus bertanggung jawab atas konsekuensi tersebut.

Miller et al. [8] menerjemahkan prinsip ini ke dalam empat lapisan praktis: tata
kelola data (data governance layer), desain sistem (system design layer), pengawasan
manusia (human oversight layer), dan keselarasan regulasi (regulatory alignment layer).

Mekanisme 4: Pengawasan Berbasis Masyarakat

Kyriakou dan Otterbacher [6] mengusulkan kerangka Modular Oversight
Methodology (MOM) yang mengintegrasikan pendekatan society-in-the-loop (SITL) melalui
microtask crowdsourcing. Kerangka ini memungkinkan evaluasi perilaku algoritmik yang
melibatkan perspektif beragam dari masyarakat, melampaui keterbatasan pengujian teknis
konvensional. MOM terdiri dari lima fase: persiapan, rekrutmen, inspeksi, review, dan
pengambilan keputusan.

Mekanisme 5: Pendidikan dan Pembangunan Kapasitas

Bogina et al. [1] mengidentifikasi pendidikan sebagai mekanisme resolusi yang
sering diabaikan namun sangat fundamental. Mereka mengklasifikasikan kebutuhan
pendidikan etika Al berdasarkan kategori pemangku kepentingan:

Tabel 2 Klasifikasi Kebutuhan Pendidikan Etika Al per Pemangku Kepentingan
Pemangku Kepentingan Modul Pendidikan yang Dibutuhkan

Pengembang perangkat lunak Kesadaran FATE, spesifikasi kebutuhan,
deteksi bias, pencegahan, transparansi
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Pemilik sistem Kesadaran FATE, spesifikasi kebutuhan,
pengujian

Regulator Kesadaran FATE, alat verifikasi keadilan

Pengguna akhir Kesadaran FATE, skeptisisme kritis

Pendidik Kesadaran FATE, kemampuan menanamkan

literasi algoritmik

d)

Sumber: Adaptasi dari Bogina et al. [1]

Hasil evaluasi empiris yang dilakukan Bogina et al. [1] menunjukkan bahwa
intervensi pendidikan yang dirancang dengan baik secara signifikan meningkatkan
kesadaran FATE: mahasiswa yang mengikuti perkuliahan tematik memberikan
penilaian 6,88/7 untuk penguasaan pengetahuan dan 6,63/7 untuk pemahaman
alat-alat FATE.

Kerangka Integratif Resolusi Konflik Etika Algoritmik

Berdasarkan sintesis lintas-sumber, penelitian ini mengusulkan kerangka
integratif yang menempatkan resolusi konflik etika dalam tiga lapisan yang saling
berinteraksi.

LAPISAN MAKRO: REGULASI & HUKUM
(EU Al Act, Algorithmic Accountability Act, PEC)

1 Umpan Balik & Adaptasi T

MAS RAKAT & PEMANGKU KEPENTINGAN
- (Society-in-the-Loop)

Gambar 1 Kerangka Integratif Resolusi Konflik Etika Algoritmik

Kerangka ini menegaskan bahwa resolusi konflik etika algoritmik yang
efektif tidak dapat dicapai melalui pendekatan tunggal. Intervensi teknis
(explainability, deteksi bias) perlu didukung oleh tata kelola organisasi yang kuat
(audit, impact assessment, komite etika), yang pada gilirannya harus beroperasi
dalam ekosistem regulasi yang memadai. Seluruh sistem ini harus responsif
terhadap masukan dari masyarakat yang terdampak oleh keputusan algoritmik.

Identifikasi Kesenjangan Pengetahuan

Analisis sistematis mengidentifikasi beberapa kesenjangan yang perlu
diatasi oleh penelitian mendatang.
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Tabel 3. Peta Kesenjangan Pengetahuan dan Arah Penelitian

Kesenjangan Sumber yang Mengidentifikasi  Arah Penelitian
Kesenjangan implementasi: Miller et al. [8], Olorunfemi et al. Studi kasus implementasi
prinsip vs. praktik [3] kerangka etika

Ketiadaan standar metrik Sridhar [9], Farayola & Pengembangan metrik
keadilan yang disepakati Olorunfemi [5] keadilan kontekstual
Keterbatasan regulasi  Sridhar [9], Engelmann [2] Adaptasi regulasi untuk
untuk Al generatif LLM

Kurangnya keterlibatan Kyriakou & Otterbacher [6] Metodologi partisipatif
komunitas terdampak

Defisit pendidikan etika Bogina etal.[1] Kurikulum FATE
pada pengembang terintegrasi

4 KESIMPULAN

Studi Literatur Sistematis ini berhasil mengidentifikasi dan mensintesis lanskap pengetahuan
tentang transparansi algoritmik dan akuntabilitas pengembang sebagai mekanisme resolusi
konflik etika di era digital. Beberapa kesimpulan utama dapat ditarik.

Pertama, konflik etika dalam sistem algoritmik bersifat multidimensional dan tidak dapat
direduksi menjadi sekadar masalah teknis. Konflik ini mencakup dimensi bias dan diskriminasi,
defisit transparansi, kekosongan akuntabilitas, ketegangan antara inovasi dan perlindungan hak,
serta kesenjangan kompetensi etika para pengembang.

Kedua, tidak ada mekanisme resolusi tunggal yang mencukupi. Resolusi yang efektif
membutuhkan integrasi pendekatan teknis (eksplainabilitas, deteksi bias), regulasi hukum (EU Al
Act, Algorithmic Accountability Act), redesain akuntabilitas melalui desain sistem, pengawasan
berbasis masyarakat, dan pendidikan etika yang sistematis.

Ketiga, akuntabilitas pengembang merupakan titik kritis dalam ekosistem resolusi konflik
etika. Sebagaimana ditegaskan Martin [7], pengembang tidak dapat berlindung di balik
kompleksitas teknis sistem yang mereka ciptakan; mereka bertanggung jawab atas konsekuensi
dari pilihan-pilihan desain yang mereka buat, termasuk pilihan untuk membuat sistem yang tidak
transparan.

Keempat, pendidikan etika untuk seluruh pemangku kepentingan khususnya pengembang
perangkat lunak merupakan investasi fundamental yang masih kurang mendapat perhatian. Bukti
empiris menunjukkan bahwa intervensi pendidikan yang dirancang dengan baik dapat secara
signifikan meningkatkan kesadaran dan kompetensi FATE.

Kelima, penelitian mendatang perlu mengisi kesenjangan implementasi antara prinsip dan
praktik, mengembangkan metrik keadilan yang kontekstual dan dapat dioperasionalkan, serta
membangun metodologi yang lebih partisipatif dalam melibatkan komunitas yang terdampak oleh
keputusan algoritmik.

REFERENSI

[1] Bogina, V., Hartman, A., Kuflik, T., & Shulner-Tal, A. (2022). Educating Software and Al
Stakeholders About Algorithmic Fairness, Accountability, Transparency and Ethics. International
Journal of Artificial Intelligence in Education, 32, 808-833. https://doi.org/10.1007/s40593-021-00248-
0

446



Jurnal Sistem Informasi (TEKNOFILE) Vol. 4, No. 6 Juni 2026, Hal 439-447
E-ISSN : 3026-4936

[2] Engelmann, A. (2023). Algorithmic Transparency as a Fundamental Right in the Democratic Rule
of Law: A Comparative Approach to Regulation in European, North American, and Brazilian
Contexts. Brazilian Journal of Law, Technology and Innovation, 1(2), 169-188.

[3] Olorunfemi, O. L., Amoo, O. O., Atadoga, A., Fayayola, O. A., Abrahams, T. O., & Shoetan, P. O.
(2024). Towards a Conceptual Framework for Ethical Al Development in IT Systems. Computer
Science & IT Research Journal, 5(3), 616-627. https://doi.org/10.51594/csitrj.v5i3.910

[4] Sargiotis, D. (2024). Ethical Al in Information Technology: Navigating Bias, Privacy,
Transparency, and Accountability. Advances in Machine Learning & Artificial Intelligence, 5(3), 1-14.

[5] Farayola, O. A., & Olorunfemi, O. L. (2024). Ethical Decision-Making in IT Governance: A Review
of Models and Frameworks. International Journal of Science and Research Archive, 11(2), 130-138.
https://doi.org/10.30574/ijsra.2024.11.2.0373

[6] Kyriakou, K., & Otterbacher, J. (2024). Modular Oversight Methodology: A Framework to Aid
Ethical Alignment of  Algorithmic Creations. Design Science, 10, e32.
https://doi.org/10.1017/dsj.2024.23

[7] Martin, K. (2018). Ethical Implications and Accountability of Algorithms. Journal of Business
Ethics, 160, 835-850. https://doi.org/10.1007/s10551-018-3921-3

[8] Miller, J., Davis, A., & Smith, A. (2025). Information Systems and Ethical Al Policy Development.
The Artificial Intelligence Journal (TAlJ), 1(10). https://doi.org/10.5281/zenod0.17352753

[9] Sridhar, U. (2025). Ethical Frameworks for Responsible Al Development: Challenges and
Implementation Strategies. World Journal of Advanced Engineering Technology and Sciences, 15(1),
2028-2038. https://doi.org/10.30574/wjaets.2025.15.1.0420

[10] Lottuy, O. A., Jacks, B. S., Ajala, O. A., & Okafor, E. S. (2024). Towards a Conceptual Framework
for Ethical Al Development in IT Systems. World Journal of Advanced Research and Reviews, 21(3),
408-415. https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.21.3.0735

[11] Apeh, C. E., Odionu, C. S., Bristol-Alagbariya, B., Okon, R., & Austin-Gabriel, B. (2024). Enhancing
Data Management and Security Protocols in Financial Sector Projects. World Journal of Advanced
Research and Reviews, 21(3), 2655-2666. https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.21.3.0735

447



